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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Milangodaa, 18 Januari 2005,
umur 19 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA,
pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal
ini berdomisili secara elektronik dengan alamat Email
e-Court, email, sebagai Penggugat;
lawan
TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Tolutu, 26 Desember 1998, umur
25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang Martabak, bertempat tinggal di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 September 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar secara elektronik
melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor
143/Pdt.G/2024/PA.Blu, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2021, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Posigadan dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : - Tanggal 21 April 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Milangodaa Barat kurang lebih 5 bulan, kemuadian tinggal di kediaman
saudara Tergugat di Desa Tolutu selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah salah satu masyarakat Desa Milangodaa Utara
kurang lebih selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kakek Tergugat di
Desa Tolutu selama 2 minggu, kemudian tinggal di rumah saudara
Penggugat selama 2 bulan, kemudian tinggal kembali di rumah orang tua
Penggugat di Desa Milangodaa Barat sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Anak Penggugat dan
Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Milangodaa, 31 Agustus 2021, jenis
kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan belum ada, anak tersebut
berada dalam asuhan Penggugat;

4, Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan September 2021 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4.2 Tergugat malas mencari nafkah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023 dimana
Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat adonan martabak
kemudian Penggugat menjawab baik Penggugat akan buatkan adonanya,
kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk memasak, kemudian
Penggugat menyampaikan kepada Tergugat setelah adonan martabak
selesai dibuat, Penggugat akan memasak, kemudian Tergugat marah
kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa
Tergugat akan menjual martabak di rumah neneknya, di Desa Duminanga,
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Kecamatan Helumo, kemudian Penggugat menunggu Tergugat pulang dari
berjualan martabak tetapi Tergugat tidak balik-balik ke rumah orangtua
Tergugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada Posita poin 5 antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya
dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai dari
pihak keluarga Penggugat ataupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat
tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga
Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat,
oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan
sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang UKki

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar
biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan surat tercatat
tanggal 26 September 2024, 04 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

a. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -
tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bukti tersebut telah
bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode
Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor - Tanggal 21 April 2021, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos
(nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian
diparaf, dan diberi kode Bukti P.2;

b. Bukti Saksi
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Saksi 1: Saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat yang bernama Tergugat
benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang
sah yang menikah 3 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
saksi di desa Milangodaa Barat kemudian pindah ke rumah tante Tergugat
di desa Tolutu dan terakhir kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin
keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi satu tempat tinggal
dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat bekerja
hanya ketika ingin bekerja contohnya ketika hari Senin Tergugat bekerja
jualan martabak dan sudah cukup penghasilannya kemudian hari Selasa
dan seterusnya tidak bekerja sampai uang sudah habis, selebihnya
Tergugat hanya berdiam diri dirumah dan main dengan temannya;
- Bahwa puncaknya Tergugat siang hari pergi dari rumah dan sampai
sekarang tidak pernah kembali, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang berpisah selama
kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri
serta tidak saling memperdulikan lagi;
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- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya
menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil
mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;
Saksi 2: Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah tante Penggugat, dan Tergugat yang bernama Tergugat benar
sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang
sah yang telah menikah sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orangtua Penggugat di Desa Milangodaa Barat kemudian pindah ke rumah
tante Tergugat di Desa Tolutu kemudian pindah ke rumah sewa di Desa
Milangodaa Utara kemudian pindah ke rumah saksi dan terakhir pindah
kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin
keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena Saksi sering berkunjung
ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan saksi sempat tinggal satu
rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah
kepada Penggugat jika Penggugat meminta Tergugat membuat adonan
untuk berjualan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
karena Tergugat berjualan hanya satu hari atau dua hari kemudian berhenti
dan nanti untuk memulai jualan lagi Tergugat meminta modal dari orangtua
Penggugat;
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- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang berpisah selama kurang
lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri
serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya
menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil
mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;
Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan
saksi-saksi dan mencukupkan bukti-buktinya;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;
Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku
sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian
mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan
putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
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tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan
perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154
R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan agar
Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di depan sidang pada waktu
yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan
sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta
ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat
sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus
dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat ternyata tidak hadir
menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan,
namun Hakim Tunggal dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan
nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai
ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25
September 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya
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Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat
dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan alasan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala
dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat
tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan
Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur
sebagaimana pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz Il halaman
405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara aquo,
sebagai berikut:

Al GaY (s 5 gl DY) S (g Sl 22
Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang

dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara aquo
merupakan sengketa perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang
dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus
diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Hakim Tunggal bahwa gugatan
perceraian Penggugat berdasar dan beralasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 76 Ayat 1 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah
dicap pos (hazegelen), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah
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dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentutan pasal 1888
KUHPerdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht) sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 dan
1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang identitas Penggugat dan
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan setempat, sesuai
dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki
telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fatokopi Kutipan Akta Nikah
merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai dengan
ketentuan pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi
peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang
beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA
(Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 5 KHI
(Kompilasi Hukum Islam) juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di mana keduanya merupakan orang-
orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar
kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak
dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan
ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175
R.Bg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan
ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan
mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta
saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara
keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling
berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg juncto
1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan
dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan
sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-
saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar
keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari
rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari
proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan
rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin
keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran;

4, Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan

nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang bekerja;
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5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2023 sehingga antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang
selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-
istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati
Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil mendamaikan
keduanya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim
Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup
seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal akan
pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat, Hakim Tunggal
akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut
di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar di antara
Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (broken marriage),
karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan
keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak
pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil
alih oleh Hakim Tunggal, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan:
“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat
hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini
Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali
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sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak
keluarga atau orang dekat para pihak, Hakim Tunggal juga telah berusaha
mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus
sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan
yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-
menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah
berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hal ini juga
sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur’an surah ar-Rum ayat
21, Allah SWT. berfirman:

o A Y Glls 3 AR 558050 2K e gl 35 Al e I GIR G il B
&K
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang
dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di
antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah
sering terjadi pertengkaran dan perselisinan. Bahkan, pertengkaran itu telah
terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;
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Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan
rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang
berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh
karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalag yang
diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim Tunggal dalam memutus perkara
ini yang menyatakan, “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam
penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan
yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus
dihindari, sesuai maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:

@L@IW&W@MIUA

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan”;
Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang

adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam
dalam Kitab Fighus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Hakim
Tunggal sebagai berikut:

uhdk@ku@ucﬂmm&wlﬂl ‘}_;c.jl.og_‘ﬂau&'éﬁu.“ eljz
Artinya :"Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan
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suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka,

maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh
karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini,
Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula
mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan
Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka
sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh
Penggugat (isteri) di mana sebelumnya belum pernah terjadi perceraian antara
Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar

putusan ini;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/lzin Sidang Dengan Hakim Tunggal
pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum’at tanggal 25 Oktober

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh
Zumma Nadia Arrifgi, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang
Dispensasi/lzin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama
Bolaang Uki, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi
Peradilan Agama Bolaang Uki secara litigasi oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dibantu oleh | Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I
Panitera Pengganti
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| Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 51.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp  196.000,00 seratus sembilan puluh enam ribu rupiah
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